
 
 

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA STIT INSIDA 

Nomor : 121/STIT-INSIDA/VIII/2018 

Tentang: 
PENETAPAN BIAYA KULIAH STIT INSIDA 

TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 

Bismillahirrohmanirrohim 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA, setelah :  

Menimbang : 1.  Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA Jakarta mengelola Program 
Studi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan 
S1 Pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah 

2.  Bahwa untuk menentukan biaya kuliah STIT INSIDA perlu ditetapkan melalui 
Surat Keputusan. 

Mengingat       :        1.   Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
4. Permenristekdikti. N0. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

Memperhatikan      :    Keputusan Rapat Pimpinan STIT INSIDA tanggal 2 Agustus 2018 tentang 
penetapan biaya kuliah STIT INSIDA. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
Pertama :    Menetapkan biaya kuliah Tahun Akademik 2018/2019. 

                    Kedua :   Biaya kuliah tersebut mencakup biaya Pendaftaran, Jas Almamater, PPL, PPM, ,   
Biaya Skripsi dan Wisuda STIT INSIDA Tahun Akademik 2018/2019. 

Ketiga :  Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian 
hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan ditinjau kembali untuk 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 01 Agustus 2018 M. 
Ketua, 

         Dr.Rafiqurrahman, MA  
           NIDN. 2105066602 

 
Tembusan disampaikan kepada : 
1. Yayasan Pendidikan Nasional Latansa 
2. Arsip 



 

 

 

 

Lampiran SK nomor : 121/STIT-INSIDA/VIII/2018 
Tentang : Penetapan biaya kuliah STIT INSIDA  Tahun Akademik 2018/2019 

 
No Rincian Biaya Nominal 
1 Pendaftaran 125.000,- 
2   Ospek dan Kartu Mahasiswa 250.000,- 
3 Jas Almamater 125.000,- 
4 PPL 500.000,- 
5 PPM 1.000.000,- 
6 Skripsi 1.000.000,- 
7 Wisuda 1.650.000,- 

 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 01 Agustus 2018 M. 
Ketua, 

         Dr.Rafiqurrahman, MA  
           NIDN. 2105066602 



 

 

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA STIT INSIDA 

Nomor : 118/STIT-INSIDA/VIII/2019 

Tentang: 
PENETAPAN BIAYA KULIAH STIT INSIDA 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 

Bismillahirrohmanirrohim 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA, setelah :  

Menimbang : 1.  Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA Jakarta mengelola Program 
Studi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan 
S1 Pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah 

2.  Bahwa untuk menentukan biaya kuliah STIT INSIDA perlu ditetapkan melalui 
Surat Keputusan. 

Mengingat       :        1.   Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
5. Permenristekdikti. N0. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

Memperhatikan      :    Keputusan Rapat Pimpinan STIT INSIDA tanggal 2 Agustus 2018 tentang 
penetapan biaya kuliah STIT INSIDA. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
Pertama :    Menetapkan biaya kuliah Tahun Akademik 2019/2020 

                    Kedua :   Biaya kuliah tersebut mencakup biaya Pendaftaran, Jas Almamater, PPL, PPM, ,   
Biaya Skripsi dan Wisuda STIT INSIDA Tahun Akademik 2019/2020. 

Ketiga :  Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian 
hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan ditinjau kembali untuk 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 02 Agustus 2019 M. 
Ketua, 

         Dr.Rafiqurrahman, MA  
           NIDN. 2105066602 

 
Tembusan disampaikan kepada : 
1. Yayasan Pendidikan Nasional Latansa 
2. Arsip 



Lampiran SK nomor : 118/STIT-INSIDA/VIII/2019 
Tentang : Penetapan biaya kuliah STIT INSIDA  Tahun Akademik 2019/2020 

 
 

No Rincian Biaya Nominal 
1 Pendaftaran 125.000,- 
2   Ospek dan Kartu Mahasiswa 250.000,- 
3 Jas Almamater 125.000,- 
4 PPL 500.000,- 
5 PPM 1.000.000,- 
6 Skripsi 1.000.000,- 
7 Wisuda 1.650.000,- 

 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 02 Agustus 2019 M. 
Ketua, 

         Dr.Rafiqurrahman, MA  
           NIDN. 2105066602 



 

SURAT KEPUTUSAN 

KETUA STIT INSIDA 

Nomor : 134/STIT-INSIDA/XI/2018 

TENTANG : 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) 

PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) 

STIT INSIDA 

Bismillahirrohmanirrohim 

    

   Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA, setelah : 
 

Menimbang     : 1. Bahwa Sekolah   Tinggi   Ilmu Tarbiyah INSIDA Prodi S1 Pendidikan Agama 

Islam, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, S1 Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah. 

                                                      2.  Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan STIT INSIDA Jakarta 

perlu disusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang ditetapkan melalui Surat 

Keputusan. 

Mengingat :    1.   Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 

                    Memperhatikan    :  Keputusan Rapat Pimpinan STIT INSIDA tanggal 25 Nopember 2018 tentang 

Prosedur Operasional Standar (POS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) STIT INSIDA. 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Pertama : Prosedur Operasional Standar (POS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) STIT INSIDA sebagaimana terlampir. 

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada para pihak terkait untuk diketahui dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan ditinjau kembali untuk diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ketiga :  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapakan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 30 Nopember 2018 

Ketua, 

Dr. Rafiqurrahman, MA. 

NIDN. 2105066602 

 
Tembusan disampaikan kepada : 

1. Yayasan Pendidikan Nasional Latansa 

2. Arsip 



 

SURAT KEPUTUSAN 

KETUA STIT INSIDA 

Nomor : 115/STIT-INSIDA/III/2011 

 

TENTANG : 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENGELOLAAN KEUANGAN  

STIT INSIDA 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA, setelah : 

 

Menimbang         :     1. Bahwa Sekolah   Tinggi   Ilmu Tarbiyah INSIDA Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, S1 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan STIT INSIDA perlu disusun 

Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan STIT INSIDA yang 

ditetapkan melalui Surat Keputusan. 

Mengingat        :      1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
 

Memperhatikan :         Keputusan Rapat Pimpinan STIT INSIDA tanggal 10 Maret 2011 tentang Prosedur Operasional 

Standar (POS) Pengelolaan Keuangan STIT INSIDA. 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

  Pertama : Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Keuangan STIT INSIDA, 

sebagaimana terlampir. 

Kedua              :  Keputusan ini disampaikan sebagai dasar pelaksanaan pengaturan Keuangan STIT INSIDA 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan akan 

ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ketiga :  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapakan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 15 Maret 2011 
 

Ketua, 

Dr. Rafiqurrahman, MA 
              NIDN. 2105066602 

 

 
1. Yayasan Pendidikan Nasional Latansa 

2. Arsip 



Lampiran SK Ketua Nomor : 115/STIT-INSIDA/III/2011 

Tentang Penetapan Pedoman Keuangan STIT INSIDA 

 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (POS) PENGELOLAAN KEUANGAN  

STIT INSIDA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Prosedur standar operasional pengelolaan keuangan adalah elemen penting bagi keberlangsungan sebuah 

organisasi. Prosedur keuangan tersebut berfungsi sebagai petunjuk, aturan dan pengendalian terhadap seluruh 

pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

1.2 Standar prosedur pengelolaan keuangan STIT INSIDA merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan 

mekanisme program yang mencatat seluruh pembukuan keuangannya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan 

pemasukan dan belanja STIT INSIDA berjalan secara transparan dan akuntable. 

 

BAB II 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

2.1 Prosedur pengelolaan keuangan STIT INSIDA adalah : 
2.1.1 Pengelolan keuangan STIT INSIDA didasarkan atas rancangan Anggaran dan Belanja yang telah 

disetujui oleh ketua BPH 

2.1.2 Pengelolaan Keuangan STIT INSIDA adalah satu atap dimana arus (pemasukan dan pengeluaran) 

keuangan dilakukan dengan model satu pintu. 

2.1.3 Hasil pembukuan tersebut dilaporkan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) STIT INSIDA dan 

Ketua STIT INSIDA setiap tahun akademik 

2.1.4 Apabila dibutuhkan, sewaktu-waktu Ketua BPH dan Ketua STIT INSIDA bisa  meminta progres 

keuangan 

2.1.5 Jika diperlukan dan dalam hal tertentu, Kepala BAUK dapat dibantu oleh staff keuangan. 

 
 

BAB III 

KEBIJAKAN, SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI 

 

3.1 Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Keuangan 
Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Keuangan STIT INSIDA berada pada Ketua STIT INSIDA dan dalam 

urusan teknis, dibantu oleh Pembantu Ketua II (Pembantu Ketua yang menangani masalah sarana prasarana, 

keuangan dan personalia) dan Kepala BAUK (Badan Administrasi Umum dan Keuangan) 

 

3.2 Kebijakan Akuntansi 
Kebijakan akuntansi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga diperoleh kesamaan pengertian 

antara penyusun laporan keuangan dan pemakai laporan keuangan. 

 

3.3 Kebijakan Penyajian dan Pelaporan Keuangan 

Pelaporan Keuangan STIT INSIDA disajikan oleh Kepala BAUK (Badan Administrasi Umum dan Keuangan), 

yang kemudian dilaporkan oleh Pembantu Ketua II, dengan perincian laporan sebagai berikut : 

3.3.1 Dilaporkan kepada Ketua STIT INSIDA setiap akhir tahun akademik 

3.3.2 Dilaporkan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) STIT INSIDA setiap Akhir Tahun Akademik 

3.3.3 Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis. Pencatatan dan pelaporan 

keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

 

3.4 Aktiva Bersih 

Aktiva bersih dapat dicatat menurut sifatnya, yaitu tergantung ada tidaknya ketentuan yang menyertai 

perolehan dana atau aktiva tersebut. 

 

3.5 Sistem dan prosedur Akuntansi 

Pelaporan keuangan dan sistem akuntansi dilakukan untuk mencapai standar kewajaran dari laporan 

keuangan transaksi–transaksi yang wajar, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 



3.5.1 Dalam sistem akuntansi, catatan dibuat hanya untuk fakta yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

keuangan. Pernyataan seseorang tidaklah dicatat. Pencatatan dilakukan mengikuti prinsip-prinsip 

akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi Indonesia. Pencatatan dianggap wajar apabila total 

kesalahan pencatatan transaksi tidak melebihi batas materialitas. Kewajaran atas laporan keuangan 

dapat ditentukan oleh opini auditor internal adapun opini auditor independen, dilakukan apabila 

dibutuhkan. 

3.5.2 Transaksi pengeluaran dianggap sah apabila : 

a. Setiap pengeluaran harus berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan . 

b. Telah diotorisasi secara memadai 

c. Merupakan transaksi yang legal atau praktik yang sehat. 

d. Merupakan bukti-bukti yang valid dan dipercaya. 
 

. Prosedur Transaksi Keuangan STIT INSIDA 

3.5.3 Setiap transaksi harus didahului dengan pengajuan anggaran resmi dari unit-unit yang berada di dalam 

struktur STIT INSIDA, ditujukan kepada Ketua STKIP Muhammadiyah melalui Kepala BAUK 

3.5.4 Setiap transaksi keuangan dicatat dalam formulir yang disediakan, diketahui dan diperiksa oleh Kepala 

BAUK serta diotorisasi oleh Ketua STIT INSIDA atau Pembantu Ketua II STIT INSIDA. 

3.5.5 Data transaksi yang telah disetujui, diisi dengan kode perkiraan pada kolom yang tersedia oleh staf 

keuangan, kemudian diinput dengan software dalam komputer dengan menggunakan program yang 

telah disediakan untuk mempermudah sistem akuntansi keuangan oleh akuntan. 

3.5.6 Setiap transaksi harus diinput dalam sebuah kolom debet dan pasangannya pada posisi kredit. Jadi, 

saldo debet selalu sama dengan saldo kredit. 

3.5.7 Data transaksi yang telah diinput secara valid dan terposting dalam general ledger (buku besar) 

kemudian dapat dicetak laporan keuangan yang diperiksa oleh Kepala BAUK atas persetujuan 

Pembantu Ketua II, yang kemudian diinput dengan program akuntasi oleh akuntan setiap akhir tahun 

akademik. 

3.5.8 Apabila dibutuhkan maka pelaporan dalam bentuk akuntansi dapat dilaporkan setiap akhir semester. 

 

3.6 Ketentuan otorisasi Kas dan Bank 

Otorisasi setiap pengeluaran kas atau setara kas ditetapkan sebagai berikut 
3.6.1 Jumlah transaksi sampai dengan RP. 1.000.000,- bisa diotorisasi oleh Kepala BAUK (Bagian 

Administrasi Umum dan Keuangan) 

3.6.2 Jumlah transaksi sampai dengan Rp. 2.000.000,- bisa diotorisasi oleh Pembantu Ketua II  STIT 

INSIDA 

3.6.3 Jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- harus diotorisasi oleh. Ketua STIT INSIDA 

3.6.4 Bentuk otorisasi adalah tandatangan atau pernyataan tertulis (sms, fax dan e-mail atau sejenisnya) dari 

pemberi otoritas 



3.7 Penerimaan Dana 

Petunjuk dan Wujud pengendalian intern 

3.7.1 Staff Keuangan menyiapkan bukti penerimaan bank untuk semua penerimaan bank yang diperoleh 

dokumen pendukungnya harus melampirkan bukti transaksi penerimaan. 

3.7.2 Bukti transaski harus diberi nomor urut dan dikontrol oleh staff keuangan. 

3.7.3 Penomoran bukti transaksi menggunakan mesin numerator 

3.7.4 Semua penerimaan dalam bentuk uang termasuk cek yang sudah jatuh tempo harus disetorkan utuh ke 

bank tidak lebih dari satu hari kerja setelah penerimaan. apabila terlalu sulit menyetorkan secara fisik 

ke bank setiap harinya, kantor menyetorkan uang paling tidak dua kali dalam seminggu. 

3.7.5 Perhitungan uang yang diterima secara mendadak tetapi belum disetorkan dan saldo kas kecil harus 

dilaksanakan secara periodik oleh staff keuangan. 

3.7.6 Rekening bank untuk setiap penyumbang dana (donor) harus terpisah untuk setiap grant. 

3.7.7 Rekonsiliasi transaksi harus dilakukan secara bulanan oleh staf keuangan. 

3.7.8 Dokumentasi penerimaan uang yang dibutuhkan sekurang-kurangnya adalah : 

- Bukti Penerimaan Bank (BPB) 

- Kredit memo bank–untuk penerimaan langsung yang dikirim ke bank oleh pembayar 
/transfer. 

- Slip setoran bank–untuk sisa penggunaan uang muka atau setoran penerimaan uang / cek yang 
disimpan sementara dalam cash box. 

 

3.1 Pengeluaran Bank 
3.1.1 Cek atau slip pengambilan keuangan kosong dari bank, diisi oleh staf keuangan setelah mendapat 

persetujuan dari BAUK melalui usulan anggaran yang telah diotorisasi oleh pimpinan yang 

berwenang. 

3.1.2 Semua pengeluaran yang tidak dibayarkan dari kas kecil harus dibayarkan dengan cek atau slip 

pengambilan dari bank. 

3.1.3 Pengeluaran keuangan, tidak boleh langsung diambil dari penerimaan uang yang belum disetorkan ke 

bank. 

3.1.4 Penarikan cek atau slip pengambilan tunai atau kepada pembawa harus dihindari, pembayaran melalui 

cek atau slip pengambilan harus dilakukan atas nama perusahaan atau pihak yang akan dibayar. 

3.1.5 Dalam pembayaran cek atau slip pengambilan harus ada dua penanda tanganan cek atau slip 

pengambilan, yakni Ketua STIT INSIDA dan Pembantu Ketua II STIT INSIDA. penandatanganan cek 

atau slip pengambilan tidak boleh dilakukan oleh pimpinan berwenang tanpa dokumen pendukung. 

Dilarang menanda tangani cek atau slip pengambilan sebelum diisi secara lengkap. 

3.1.6 Kasir harus menyiapkan bukti pengeluaran bank untuk semua pengeluaran uang melalui bank yang 

dilakukan. BBK ini harus disetujui oleh pejabat yang berwenang 

3.1.7 BBK harus diberi nomor urut tercetak dan dikontrol oleh Kepala BAUK. BBK yang batal/salah harus 

diberi cap /”batal” dan tetap difile BBK lainya untuk periksaan di kemudian hari. 

3.1.8 Setelah pembayaran dilakukan semua BBK bersama dokumen pendukung harus dicap lunas dengan 

tanggal pembayaran tertera untuk mencegah periksaan ulang dokumen pendukung yang telah 

dibayarkan bagi pembayaran yang tidak sah. 

3.1.9 Cek atau slip pengambilan yang batal /rusak harus dicap batal dan difile untuk pemeriksaan di 

kemudian hari. 

3.1.10 Penerima atau orang yang menerima cek atau slip pengambilan harus menyatakan telah menerima 

pembayaran dengan menandatangani kolom penerima pada BBK 

3.1.11 Rekonsiliasi bank harus dilakukan secara bulanan oleh staf pembukuan. 
3.1.12 Penggunaan dana harus sesuai dengan anggaran yang disetujui dalam perjanjian pemberi dana atau 

telah ditetapkan dalam anggaran lembaga. 

3.1.13 Dokumen yang dibutuhkan sekurang-kurangnya adalah BBK yang disetujui dengan dokumen 

pendukung, antara lain : 

a. Kwitansi 

b. Faktur rekanan 

c. Order pembelian 

d. Bon uang muka 



e. Pertanggung jawaban uang muka 

f. Surat perintah perjalanan dinas 

g. Daftar gaji 

h. Dan dokumen lain yang berlaku 

 

3.2 Petty Cash 

3.2.1 Dana kas kecil harus dipertahankan pada jumlah yang tetap yaitu Rp.1.000.000 untuk biaya-biaya 

berjumlah kecil dan rutin. 

3.2.2 Dana kas kecil harus dikontrol dengan system imprest, yakni setiap saat jumlah brangkas kecil 

ditambah sisa uang dalam kas sama dengan jumlah maksimum kas kecil yang telah ditetapkan 

3.2.3 Batas maksimum pengeluaran tunggal ditetapkan sebesar 500 ribu dan semua pengeluran yang 

melebihi batas ini harus dibayar dengan cek atau slip pengambilan bank. 

3.2.4 Dana kas kecil harus dipisahkan secara fisik dari uang pribadi atau dengan kas kecil dari sumber 

dana yang berbeda. 

3.2.5 Bukti pengeluaran kas kecil dan semua dokumen pendukung harus dicap “lunas” dengan tanggal 

pembayaran yang tertera untuk mencegah kemungkinan ulang dokumen pendukung. 

3.2.6 Staf keuangan yang berwenang atas kas kecil harus memiliki cash box dengan kunci kotak harus 

disimpan pada tempat yang aman. Yang berhak memegang dana tersebut hanya satu orang atau jika 

yang bersangkutan berhalangan maka orang lain yang ditunjuk oleh Kepala BAUK. 

3.2.7 Dana kas kecil tidak dapat digunakan untuk menguangkan cek atau slip pengambilan bank pribadi 

atau perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak lain. 

3.2.8 Uang muka tidak akan diberikan pada penerima dana yang belum mempertanggung jawabkan uang 

muka untuk kegiatan yang telah diselesaikan sebelumnya. 

3.2.9 Dokumentasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya adalah : 

- Kwitansi / official receipts 

- Faktur 

- Tiket perjalanan 

- Dokumen pendukung lain. 
 

3.3 Uang Muka 

Petunjuk wujud dan pengendalian intern 

 

3.3.1 Uang muka melalui kas kecil 
a. Yang berwenang menyetujui bon sementara adalah Kepala BAUK untuk jumlah sampai  dengan 

Rp. 500.000,- 

b. Bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung eksternal harus dicap “lunas dengan tanggal 

pembayaran didalamnya untuk mencegah penggunaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang 

c. Uang muka yang dibuat harus dipertanggung jawabkan paling lambat tiga hari setelah tanggal 

selesainya kegiatan. 

d. Penerima dana tidak boleh memakai uang untuk keperluan pribadi 

e. Uang muka yang sudah diambil harus dipertanggung jawabkan terlebih dahulu sebelum dapat 

mengajukan permintaan uang muka baru. 

f. Dokumentasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya adalah : 

 Bon sementara BSM 

 Bukti pengeluaran kas kecil (BPKK) dan Bukti Pendukung eksteren (BPE) 

 

3.3.2 Uang muka melalui Bank 

a. Yang berwenang menyetujui Bon Uang Muka Ketua dan Pembantu Ketua II STIT INSIDA. 
b. Sebelum Ketua dan Pembantu Ketua II menyetujui pembayaran BUM. Pemeriksaan untuk 

menentukan ketersediaan dana harus dilakukan terlebih dahulu oleh Kepala BAUK 



c. Laporan pertanggungjawaban uang muka dan semua dokumen pendukung harus dicap “lunas” 
dengan mencantumkan tanggal pembayaran untuk mencegah penggunaan ulang oleh pihak-pihak 
yang tidak berwenang . 

d. Uang muka yang diambil harus dipertanggung jawabkan dalam waktu 3 hari setelah pelaksanaan 
program selesainya 

 

3.4 Pembayaran Gaji 

a. Setiap akhir bulan daftar hadir / timesheet harus diperiksa dan disetujui oleh Kepala Sekretariat dan 

Kepala BAUK atau stafnya yang ditunjuk. 

b. Memastikan data pembayaran gaji dalam daftar gaji Pimpinan, staf, karyawan dan dosen. 
c. Draft pembayaran gaji diperiksa oleh Kepala BAUK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 

dari Pembatu Ketua II sebelum dilakukan transaksi bank. 

d. Pembayaran gaji dilakukan oleh staf keuangan dengan melampirkan slip gaji masing-masing 

Pimpinan, staf, karyawan dan dosen. 

e. Dokumentasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya adalah : 

- Daftar hadir yang diperiksa dan disetujui oleh yang berwenang. 

- Daftar gaji yang diperiksa dan disetujui oleh yang berwenang 
- Slip gaji yang telah ditandatangai oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bukti telah 

menerima pembayaran. 

 

3.5 Pembelian/ Pengadaan 

Petunjuk dan wujud pengendalian intern 

3.5.1 Semua pembelian /pengadaan barang /jasa dalam jumlah tertentu harus didukung oleh surat 

permintaan pembelian /pengadaan (PR). 

3.5.2 Pembelian /pengadaan barang/jasa yang diperkirakan diatas harga perolehan Rp. 5.000.000,- maka 

perlu dilakukan seleksi rekanan. 

3.5.3 Prosedur seleksi rekanan sekurang-kurangnya tiga rekanan harus dilakukan untuk menjamin 

diperolehnya barang/jasa debngan kualitas yang memuaskan dengan harga dan syarat pembayaran 

yang pantas / wajar. 

3.5.4 SPP dan surat penawaran harga dari rekanan terpilih harus menjadi dasar untuk penyiapan order 

pembelian. 

3.5.5 Pembelian /pengadaan harus dibuat dengan petunjuk berikut : 
a. Jika diperlukan surat perjanjian harus dibuat dengan pihak kedua yang meiliki kemampuan sesuai 

dengan persyaratn pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah disebutkan; 

b. Pembayaran kepada rekanan harus benar-benar disetujui dan dibayar atas nama rekanan itu 

c. Pembelian/pengadaan harus sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Ketua STIT INSIDA 

3.5.6 Dokumentasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya adalah : 

a. Surat Permintaan pembelian /pengadaan yang telah disetujui 

b. Surat penawaran harga dari 3 suplier dan daftar keterangan tentang harga serta syarat 

pembayaran atas barang /jasa yang ditawarkan 

c. Order pembelian yang telah disetujui 

d. Surat perjanjian dengan pihak kedua (rekanan) 

e. Bukti penerimaan barang atau surat jalan rekanan dan 

f. Faktur penjualan rekanan. 

 
 

3.5.7 Penyimpanan File dan Supporting Document Keuangan 

Setelah proses transaksi, harus dilakukan filling atau penyimpanan dokumen dalam file tersendiri 

untuk setiap jenis dokumen. Dokumen harus disimpan ditempat yang aman dan dipelihara paling 

sedikit 8 (delapan) tahun. Untuk itu filing dilakukan dengan cara: 

a. Setiap jenis dokumen di file dalam folder tersendiri menurut perjanjian masing-masing. 
b. Dokumen-dokumen yang sudah dientri disusun berdasarkan nomor urut atau tanggal transaksi 

oleh finance. Bukti yang digunakan untuk transaksi yang menghasilkan dokumen tersebut 

tersebut disimpan oleh staf keuangan bersamaan sebagai lampiran dokumen tersebut dalam 

tempat yang terjamin keamanannya. 



c. Dokumen yang memerlukan penelusuran tersendiri, harus dibuatkan copynya dan disimpan 

dalam file tersendiri. 

 
 

BAB IV 

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR KEUANGAN DALAM PERJALANAN 

DAN KEGIATAN INSIDENTAL 

 

4.1 Perjalanan Dinas 
Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang terkait dengan misi dan program STIT INSIDA dan dilaksanakan 

berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Ketua STIT INSIDA. 

 

4.2 Biaya Perjalanan Dinas 

Pengeluaran dalam perjalanan dinas yang ditanggung STKIPM Bogor adalah : 

4.2.1 Biaya Transportasi 

a. Transportasi antar kota atau antar Negara 

 Pesawat udara – Ekonomi 

 Kapal Laut – Eksekutif 

 Kereta Api – Eksekutif 

 Bus – Eksekutif / Super Eksekutif 

 

b. Biaya Transportasi lokal 

 Perjalanan ke, dari bandara/terminal/ stasiun di dalam kota atau Negara asal. 

 Perjalanan dari bandara/terminal/ stasiun ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke 

bandara/terminal/ stasiun di dalam kota atau Negara tujuan. 

 Transportasi lokal dapat menggunakan angkutan umum dengan tarif normal atau taksi 

dengan tarif yang disesuaikan dengan jarak tempuh. 

 

c. Sewa kendaraan 

Hal ini dimungkinkan apabila tidak ada angkutan umum atau karena kebutuhan dan keadaan 

tertentu. 

 

4.2.2 Biaya Fiskal dan Airport tax 

4.2.3 Biaya penginapan 

Penginapan di kota atau Negara tujuan dengan menggunakan hotel atau tempat penginapan 

dengan kelas standard room. 

4.2.4 Perdiem / Uang Harian 
Adalah uang yang diberikan sebagai tunjangan harian yang tidak termasuk didalamnya uang 

makan (3 x 1 hari) dan keperluan pribadi (incidental) yang sifatnya lain-lain 

4.2.5 STIT INSIDA tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban menanggung biaya 

perjalanan dinas apabila pihak penyelenggara (organizer atau pengundang telah 

menanggung biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi). 

 

4.3 Permohonan dan Pertanggung Jawaban 

4.3.1 Sebelum melakukan perjalanan dinas, pelaku perjalanan (traveler) diharuskan mengajukan permohonan 

anggaran perjalanan dinas, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua STIT INSIDA 

4.3.2 Setelah melakukan perjalanan dinas, pelaku perjalanan harus membuat pertanggung jawaban atas 

realisasi uang muka dan laporan perjalanan paling lambat 7 hari setelah kembali dari perjalanan dinas 

dengan menyertakan semua bukti2 pendukung (supporting document) yang asli. 

4.3.3 Sisa uang muka harus dikembalikan bersamaan dengan supporting document ke STIT INSIDA, melalui 

staf keuangan yang kemudian diperiksa oleh Kepala BAUK. 



4.4 Transportasi dalam Kota (Bogor dan sekitarnya) 
Biaya transport yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan dan kembali ke kantor sehubungan melaksanakan 

kepentingan dan merepresentasikan atas nama lembaga, namun bukan termasuk transport berangkat atau pulang 

kerja. 

Pembayarannya harus disetujui pejabat berwenang dengan melampirkan bukti pendukung ekstern atau bukti 

pengganti (transportasi lokal) jika tidak diperoleh bukti pendukung ekstern 

4.5 Dalam hal jumlah nominal perjalana dinas di atas, akan diatur dalam lampiran. 
4.6 Keterlibatan personal dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh STIT INSIDA berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua STIT INSIDA, diberikan apresiasi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan lembaga, 

setelah mendapatkan persetujuan Ketua STIT INSIDA. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Prosedur Standar Operasional (PSO) Keuangan ini, akan 

diselesaikan melalui rapat pimpinan STIT INSIDA. 

5.2. Hal-hal yang belum diatur, akan diputuskan kemudian. 

 

Ditetapakan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 12 Maret 2011 

 
Ketua, 

Dr. Rafiqurrahman, MA 

NIK 19570511090 
 


